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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikiR (Ar-Rum : 30:21)
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Suhairoh, 2021. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Skripsi: Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas (Syari’ah).  
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, MH.I (II) abd. Hannan, MH.I

Kata kunci : Pandangan, Hukum Islam , Hukum Positif, Nikah Siri

Allah telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : bagaimana pernikahan siri (Nikah Dibawah tangan) di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk menjelaskan keadaan nikah siri (Nikah Dibawah tangan) di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo, untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap  nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya, atau biasa disebut penelitian di lapangan. Menurut lodico, Spaulding dan voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang menjabat di periode saat itu.
Dari hasil penelitian praktik nikah sirri masih banyak terjadi  di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:  Ekonomi, Tidak mendapatkan restu dari orang tua, Tingkat pendidikan yang rendah, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, Kendala izin poligami. Praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo secara umum sama dengan praktik nikah   sirri   di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan atau Undang-undang Perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun,  apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat.  Dengan teori maslahat, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam maslahah yang mu’tabarah.  
Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pembaruan  hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan; Aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama; Mempermudah pemberian izin poligami; Menjalin kerjasama dengan masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo adalah sebagai berikut :  

	Arab
	Indonesia
	Arab
	Indonesia

	ا
	‘
	ط
	T

	ب
	B
	ظ
	Z

	ت
	T
	ع
	‘

	ث
	Th
	غ
	gh

	ج
	J
	ف
	F

	ح
	H
	ق
	Q

	خ
	Kh
	ك
	K

	د
	D
	ل
	L

	ذ
	Dh
	م
	M

	ر
	R
	ن
	N

	ز
	Z
	و
	W

	س
	S
	ه
	H

	ش
	Sh
	ء
	‘

	ص
	S
	ي
	Y

	ض
	D
	
	



Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (ي, ا  dan و ). Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tā’ marbuthah dan berfungsi sebagai sifah (modifier) atau mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudāf ditransliterasikan dengan “at”.
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Allah telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa[footnoteRef:2]. Sesuai Firman Allah swt.  [2:  	Republik indonesia Undang –undang nomor 1 tahun 1974. Tentang perkawinan, Cet.1; Jakarta: graha media press. 2014 ] 

                        

Artinya :	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah menjadikan perkawinan yang di atur menurut syari’at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain[footnoteRef:3]. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami istri. [3:  	Mahmud al-Shabbaqh Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, ahli Bahasa Bahruddin Fannami,Cet ke 3 Mesir; Dar al-I’tisham 2004] 

Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia
perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi Hukum, Sosial, dan Ibadah[footnoteRef:4]. Pertama, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur’an disebut sebagai mitsaqan qhalidzan. Kedua, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak  diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. Ketiga, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan[footnoteRef:5]. [4:  Kamal Mukhtar, 1993]  [5:  Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005] 

Apabila ketiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan
pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syari’at Islam akan tercapai
yaitu keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketiga segi tersebut tidak bisa
dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi
ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak
akan tercapai dengan baik. Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah
menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 2). Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ”Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Madhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad (shiqat ijab qabul), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (wali). Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ( Pasal 2 ayat :1)
Kaitannya dengan nikah siri , ada tiga pengertian yang terkait dengan
istilah ini. Pertama, nikah siri yang didefinisikan dalam Figh, yaitu nikah
yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut
yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta
untuk merahasiakan pernikahan itu. Kedua, nikah siri yang dipersepsikan
masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan
secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga,nikah siri menurut
kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan siri yang dilakukan oleh mahasiswa, di
mana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai
pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan
walinya.
Menurut Hukum Islam nikah siri hukumnya sah apabila sudah
terpenuhi syarat dan rukunya walaupun secara penuh belum melaksanakan
sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas,
sebagaimana Sabdanya:
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
Artinya Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana)
Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah
lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan
Agama (KUA) UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.
Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah siri pada
skripsi ini adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan
(hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan
hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.[footnoteRef:6] [6:  Happy Susanto, 2007. Nikah Sirri Apa Untungnya, Cet.I; Jakarta: Visimedia] 

Dalam kehidupan keluarga masyarakat Jawa khususnya Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga batih. Karena berdasarkan pengamatan penyusun, fenomena selama ini yang ada di dalam lapangan adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat Probolinggo khususnya Desa Pajarakan Kulon masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang mana sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih ditopang oleh orang tua mereka dalam batas waktu yang tidak ditentukan[footnoteRef:7]. [7:  Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. Sosiologi Keluarga. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001 ] 

Dalam syari’at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik
dalam al-Quran maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur
secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat (mudayanah) yang
dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai
perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam
di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan
dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam
masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta
nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka
lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak
bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum
guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Pada
kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian
masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara
resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan
sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.
Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih
belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi
terhadap nikah siri . Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada
yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan
apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri 
dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.
Desa Pajarakan Kulon merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Probolinggo, di mana berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih banyak terdapat masyarakatnya. Yang melakukan pernikahan siri. Masyarakat merasakan adanya pernikahan siri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah siri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah siri lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah siri adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan siri , karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.[footnoteRef:8] [8:  Taufiq, 2021] 

Ironinya, pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh,
Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Pajarakan sosok seorang Kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang mengakibatkan masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana
setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barokah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum positif Terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo”
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Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas, dapat kita
fokus penelitian antara lain sebagai berikut :
1. Deskripsi Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri 
3. Dampak terjadinya nikah siri 
4. Solusi setelah terjadinya nikah siri 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pernikahan siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo?
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1. Untuk menjelaskan keadaan nikah siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap  nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
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1. Untuk meminimalisir munculnya angka pernikahan siri di Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk memberikan penyadaran baru bagi masyarakat Desa Pajarakan Kulon, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan Agama dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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1. Pendekatan Jenis Penelitian 
a. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis, syar’i dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Metode pendekatan tersebut menurut penulis memiliki relevansi dengan Judul yang di ambil oleh peneliti lebih condong ke perilaku masyarakat dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
b. Jenis Penelitian
Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.[footnoteRef:9] Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya.[footnoteRef:10] atau biasa disebut penelitian di lapangan. Menurut lodico, Spaulding dan voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan.[footnoteRef:11] peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang menjabat di periode saat itu. [9:  	Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer. Cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers,2015]  [10:  	Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta,Erlangga,2009]  [11:  	Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, Cet ke-4,
Jakarta, Rajawali Pers, 2014] 

2. Kehadiran Peneliti
Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan Peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung. Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (the key instrument) dalam penelitian kualitatif.
Kehadiran Peneliti dalam penelitian adalah salah satu unsur dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelapor penelitiannya[footnoteRef:12]. Kehadiran Peneliti dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dunia tingkah laku manusia sendiri. [12:  	Lexi J. Moeloeng, Metodologi.., ] 

Keunikannya bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk psikis, sosial, dan budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku, makna dan intepretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya.[footnoteRef:13] [13:  Sanapiah Faisal, 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: IKIP Malang, ] 

Sebagai instrumen kunci (the key instrument), kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subyek penelitian, serta dapat mengkonfirmasi dan pengecekan kembali pada subyek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota subyek penelitian.
Pentingnya peneliti sebagai instrumen kunci (the key instrument) pada penelitian kualitatif adalah sebagai upaya untuk memahami fokus penelitian secara holistik pada obyek penelitian. Hal ini terutama untuk menciptakan akurasi pemahaman tentang pola pembentukan karakter anak.
Di sini peneliti tidak hanya memahami perilaku siswa saja tetapi juga karakter lingkungan sosial secara keseluruan. Akhirnya sebagai instrumen kunci, peneliti bertugas menyaring, menilai, menyimpulkan, dan memutuskan data yang diperlukan.
Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pola pembentukan karakter siswa di sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak secara langsung sebagai perencana, pelaksana kegiatan, mengumpulkan data, menganalisis data dan sebagai pelapor hasil penelitian.
3. Lokasi Peneliti 
Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di Desa Pajarakan Kulon  dengan objek utamanya adalah tokoh masyarakat agar data yang di dapatkan lebih jelas dan lebih akurat.
4. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Data Primer (utama)
Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya.
Dalam hal ini data primer (utama) yang di lakukan peneliti Kompilasi Hukum Islam dan hasil wawancara terhadap tokoh yang paham mengenai judul skripsi ini.
b. Data Sekunder (tambahan)
Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literatur, dan skripsi-skripsi terdahulu. adapun data pelengkap yang digunakan peneliti yaitu buku yang berkaitan mengenai pemimpin, buku tentang kepemimpinan dalam islam, buku tentang Organisasi Islam yang akan digunakan dalam skripsi ini, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. 
5. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Wawancara
Wawancara menurut Black dan champion dalam muslimin adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial.[footnoteRef:14] Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.[footnoteRef:15] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.[footnoteRef:16] Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, dalam artian pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.[footnoteRef:17] Hal yang sama juga disampaikan oleh koentjaraningrat (1986:136) bahwa wawancara terbuka atau open interview adalah jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara tersebut merupakan bentuk wawancara terbuka.[footnoteRef:18] Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pimpinan dari tiap-tiap organisasi masyarakat Islam yang akan di teliti. [14:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009]  [15:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi. ]  [16:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi.]  [17:  	Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.]  [18:  	Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer. cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers,2015.] 

b. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.[footnoteRef:19] Menurut T|an dan Alfian cara penelitian yang mengandalkan metode observasi sangat penting.[footnoteRef:20] [19:  	Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial.]  [20:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009.] 

Menurut Patton observasi ialah deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku,tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dialami.[footnoteRef:21] Observasi dapat pula diartikan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. [21:  	Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data] 

Dari segi jenisnya observasi terbagi menjadi observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang di selidiki. Dan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak saat berlangsungnya sutu peristiwa yang akan diteliti, misalnya melalui film, foto atau tayangan slide.[footnoteRef:22] Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dan berperan sebagai anggota di dalam masyarakat topik penelitian, dan observasi non partisipan yaitu observasi yang menjadi peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topic penelitian[footnoteRef:23], dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) yaitu obeservasi yang diselenggarakan dengan menentukan cara-cara sistematis, faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap
dengan kategorinya dan observasi tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis) yaitu observasi yang diakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati.[footnoteRef:24] [22:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009.]  [23:  	Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data.]  [24:  	Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi.] 

c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.[footnoteRef:25] Dokumen yang berbentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[footnoteRef:26] [25:  	Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.]  [26:  Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data.] 

6. Analisis Data
Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :
a. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.
b. Analisis komparatif
Analisis komparatif yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan.
7. Pengujian Keabsahan Data
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :
a. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.[footnoteRef:27] Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. [27:  Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif.] 

b. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih cepat dipercaya.[footnoteRef:28] Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. [28:  	Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2004.] 
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Untuk mempermudah pembaca dan penulis dalam memahami skripsi ini perlu adanya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis cantumkan sistematika pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
BAB I 	:		Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Adapun fungsinya adalah untuk menertibkan dan mempermudah pembahasan karena hubungan antara sub-sub sangat erat kaitannya dengan yang lain dan mengandung arti yang saling berkaitan.
BAB II 	:	Landasan teori mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah siri yang mana membahas mengenai: pengertian nikah siri, tujuan nikah siri, materi pandangan hukum islam, metode hukum islam, evaluasi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah siri di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang kepribadian yang di dalamnya tercakup tentang kepribadian muslim, ciri-ciri kepribadian muslim, aspek-aspek kepribadian muslim, konsep kepribadian muslim, faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri , dan terakhir membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah siri.
Adapun fungsi dalam BAB II ini adalah sebagai dasar pengetahuan ilmiah yang sangat memerlukan penyusunan secara sistematis, metodis, karena ini merupakan jembatan yang akan menghasilkan bukti-bukti yang konkrit terhadap obyek yang hendak diteliti.
BAB III 	:	Temuan penelitian yaitu memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya 
BAB IV 	:	Pembahasan laporan hasil penelitian, yaitu menyajikan data ke dalam pola, yang berbentuk gadasan peneliti terkait dengan pola-pola, kategori, posisi temuan-temuan ke temuan sebelumnya.
BAB V 	:	Kesimpulan dan Saran.
a. Kesimpulan sebagai pengertian terakhir yang diambil berdasarkan pemahaman sebelumnya, baik secara teoritis maupun praktis.
b. Saran-saran dikemukakan sesuai dengan permasalahan demi perbaikan atau sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.
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TINJAUAN TEORETIS
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1. [bookmark: _Toc76455666][bookmark: _Toc76456137]Pengertian Perkawinan
Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” (نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.[footnoteRef:29] [29:  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet.I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.] 

Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[footnoteRef:30] [30:  M.A Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet. IV; Jakarta: Rajawali
Pers, 2014.] 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[footnoteRef:31] Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:32]  [31:  Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010.]  [32:  	Republik Indonesia, 2010. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Cet. I; Jakarta: Gama Press, ] 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah  suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tenteram dan bahagia.[footnoteRef:33] [33:  	Amiur Nuruddin, 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Edisi I Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ] 

2. Hukum Perkawinan
Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu:
wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang.[footnoteRef:34] Adapun uraiannya sebagai berikut: [34:  	M. Ali Hasan, 2003. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Cet. I; Jakarta: Siraja  Prenada Media Group, ] 

a. Wajib
Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan bahwa “seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan agamanya menjadi rusak,
sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya. Allah berfirman dalam QS An-Nur/24 : 33.
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[footnoteRef:35] [35:  	Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Edisi Khat Madinah; Bandung: Syaamil Cipta Media.] 

b. Sunnah
Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina.
c. Mubah
Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi
seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.


d. Makruh
Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
e. Haram
Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik maupun psikis.
3. Dasar Hukum Perkawinan
a. Al-Qur’an
Qs. Ar-Rum/30 : 21.
                        
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[footnoteRef:36] [36:  	Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.] 


Qs. An-Nuur/24 : 32.
                      
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[footnoteRef:37] [37:  	Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.] 

b. Hadis
Artinya:
Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai
para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu
menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih
dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan.
Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa,
karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.[footnoteRef:38] [38:  	HR. Jamaah] 

4. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan.
a. Tujuan Perkawinan
Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.[footnoteRef:39] [39:  	Sabri Samin, 2010. Fikih II. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, ] 

Menurut Abdul muhamin As’ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam Masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagian dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut.
Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwah Allah telah menciptakan pria dan perempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah SAW.
Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.[footnoteRef:40] [40:  	Mohd. Idris Ramulyo, 2002. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, ] 

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk
seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.
Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi :
1) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh
yang baik dan nyaman.
2) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan minum pakaian yang memadai.
3) Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwah sebuah keluarga harus dapat menjadi :
1) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
2) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara
individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial
yang lebih besar.
b. Fungsi Perkawinan
Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:
1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal.
2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah.
3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa.
c. Asas - Asas Perkawinan
Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu ada asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan Asas perkawinan itu ada enam, yaitu:
1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan
kepercayaan masing-masing.
3) Asas monogami.
4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya.
5) Mempersulit terjadinya perceraian.
6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.[footnoteRef:41] [41:  	Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.] 

Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan antara lain:
1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus
dicatat oleh petugas yang berwenang.
3) Asas monogami terbuka.
4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya.
5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
7) Asas pencatatan perkawinan.[footnoteRef:42] [42:  	Zainuddin Ali, 2012. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, ] 

Sedangkan menurut penulis, setelah memahami konteks Peraturan perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan, penulis berasumsi bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada lima yaitu:
1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara (Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama/ kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan secara sukarela bagi pihak pihak yang hendak melangsungkan perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa terpaksa untuk melakukan perkawinan. untuk menghindari terjadinya kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, itu
calon mempelai berhak untuk tidak menandatangani surat persetujuan mempelai (model N3) apabila tidak menyetujui perkawinan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar.
3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang jSujati dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, itu dalam Undang-Undang
Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada  usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.[footnoteRef:43] [43:  	Muhammad Tang, 2010. Pengaruh perkawinan usia muda. Makassar: t.p., ] 

4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa diperlakukan secara tidak baik.
5. Rukun dan Syarat Perkawinan
a. Rukun Perkawinan
Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau
tidaknya suatu perbuatan hukum.[footnoteRef:44] [44:  	Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat.] 

Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:
1) Calon mempelai pria dan wanita.
2) Wali dari calon mempelai wanita.
3) Dua orang saksi (pria).
4) Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
5) Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya.
b. Syarat Perkawinan
Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan
hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu;
1) Syarat menurut syariah
a) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa,tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
b) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
c) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
d) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru’ah), mengerti maksud ijabqabul, tidak merangkap jadi wali.
e) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.
Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat sah perkawinan dan merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan.
Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.[footnoteRef:45] [45:  	Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.] 

2) Syarat menurut perundang-undangan
Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:[footnoteRef:46] [46:  	Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.] 

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini. Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan:[footnoteRef:47] [47:  	Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.] 

a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).
Dalam KUHPerdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin. Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian.

[bookmark: _Toc84415137][bookmark: _Toc84415245]Nikah sirri
1. [bookmark: _Toc76455667][bookmark: _Toc76456138][bookmark: _Toc80383508][bookmark: _Toc84415138][bookmark: _Toc84415246]Pengertian Nikah sirri
Kata  sirri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam terminologi Fiqh Maliki, mikah  sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat menurut terminologi ini, nikah  sirri adalah tidak sah, sebab nikah  sirri selain dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan su’udhon.[footnoteRef:48] [48:  Shodiq dan Sholahuddin Chaery, 1983. Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah
Agama yang Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll., Cet.I; Jakarta: CV. Sient Tarama, ] 

Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerana faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai.[footnoteRef:49] [49:  	Akhsin Muamar, 2005. Nikah Bawah Tangan. Depok: Qultum Media, ] 

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.[footnoteRef:50] [50:  	Basith Mualy, 2011. Panduan Nikah Sirri & akad nikah, Surabaya: Quntum Media, ] 

Secara garis besar, definisi nikah  sirri dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:
1. Nikah  sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.
2. Nikah  sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syari’at Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan memperoleh akta nikah.
3. Nikah  sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut
ketentuan syari’at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.[footnoteRef:51] [51:  	Amru Abdul Mun’im Salim, 2010. Panduan Lengkap Nikah, Solo: Daar an-Naba’, ] 

Biasanya nikah  sirri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.
Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah  sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja.
Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.[footnoteRef:52] Nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). [52:  	Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2021), h. I. http://akmapala09.blogspot. com.html (17 Agustus 2021)] 

Istilah nikah  sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah  sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah  sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah  sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari‟at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-‟ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.[footnoteRef:53] [53:  Irma Devita, Akibat Hukum Dari Nikah Sirri h. I. http://irmadevita.com (15 Agustus 2021)] 



2. [bookmark: _Toc76455668][bookmark: _Toc76456139][bookmark: _Toc80383509][bookmark: _Toc84415139][bookmark: _Toc84415247]Nikah  sirri Dalam Tinjauan Yuridis
Rancangan Undang-Undang Nikah  sirri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah sirri, kini tengah memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
1. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya
diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 16 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta.[footnoteRef:54] [54:  	Muh. Ramli. 2021. makalah tentang pernikahan Sirrihttp://kuden-uden.blogspot.com/2013/02/i.html, di akses tanggal 20 Juni 2021] 

2. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebutkan bahwa
setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah di hukum penjara
selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta. Adapun fakta pernikahan  sirri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia.
Jadi menurut ketentuan dengan negara nikah  sirri tidak sah dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi. Namun dari aspek pernikahannya, nikah  sirri adalah sah menurut ketentuan syariat jika dipenuhi adanya wali dan saksi dan pelakunya tidak sehingga tidak berhak dijatuhi sanksi. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.[footnoteRef:55] [55:  Abdul Djalil, 2000. Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, Cet.I; Yogyakarta: LKIS, ] 

Berbeda dengan nikah  sirri yang dilakukan tanpa wali atau saksi, golongan Syafi’iyah berpendapat hal tersebut tidak sah. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah Swt.
Adapun rukun-rukun pernikahan adalah wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Jika tiga hal ini tidak dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap tidak sah secara syariat.
Hal-hal positif yang didapat dari penyiaran pernikahan yaitu antara lain:[footnoteRef:56] [56:  Sudarsono, 1997. Hukum Keluarga Nasional, Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, ] 

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan.
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada
persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah
atau belum.
Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan atau dirahasiakan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang dinikahi  sirri hamil maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan sirri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi (buku nikah dan kartu keluarga), maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan Sirrinya, dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.
3. [bookmark: _Toc76455669][bookmark: _Toc76456140][bookmark: _Toc80383510][bookmark: _Toc84415140][bookmark: _Toc84415248]Macam – Macam Nikah sirri
Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam dari nikah sirri, yaitu:


1. Nikah yang dilakukan tanpa adanya wali
Pernikahan seperti ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi’i. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.[footnoteRef:57] [57:  	Effi Setiawan, 2005. Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, Cet.I; Bandung: Kepustakaan Eja Insani, ] 

2. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang
ada dibawah wewenang KUA atau disebut juga nikah dibawah tangan.
Pernikahan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi
dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan
tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan
pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’i (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) dihadapan majlis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.[footnoteRef:58]  [58:  	Susanto, 2007. Nikah Sirri Apa Untungnya. Cet.I; Jakarta: Visimedia, ] 

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan itu haruslah dicatat kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah sebagaimana firman Allah Swt.:
Artinya : 	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya) (QS. Al-Baqarah: 282).[footnoteRef:59] [59:  	Menteri Agama, 1971. Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Al-Quran dan Terjemahnya, Makkah: lembaga Percetakan Raja Al-Fahd, ] 

3. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi 
Sebagian besar ulama mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan, karena saksi merupakan syarat sah dalam pernikahan. Dengan demikian, akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus hadir ketika akad nikah, dan tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut para ulama, pernikahan merupakan hal yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari  jual beli adalah harta benda, sedangkan tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan dan keturunan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara menghadirkan dua saksi. Berbeda dengan Imam Maliki, yang membolehkan nikah tanpa adanya saksi.
4. Pernikahan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di I’lankan
kekhalayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah
Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam
pernikahan itu wajib hukumnya. Memberitakan pernikahan diangap
merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya
saksi bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan hanya agar
pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan
diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak lagi
diperlukan[footnoteRef:60] [60:  	Effi Setiawan, 2005. Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, Bandung: Kepustakaan Eja
Insani, ] 
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1. Sejarah Desa Pajarakan Kulon 
Semula Desa Pajarakan Kulon berasal dari jarak yang artinya adalah tempat perundingan antara sesepuh Desa Pajarakan yang dulunya sangat luas yang terdiri dari Desa Pajarakan Lor, Kulon, Wetan dan Kidul.   Pajarakan Lor sendiri sekarang menjadi Desa Sukokerto, Pajarakan Wetan dan Selatan bernama Desa Sukomulyo, sedangkan pajarakan kulon sampai sekarang masih tetap dengan nama tersebut. Hal ini terjadi karena ada perundingan antara sesepuh dari desa Pajarakan yang sekarang menjadi nama kecamatan.
Wilayah Desa Pajarakan Kulon teriri dari 5 (lima) Dusun, Dusun Pesantren, Dusun Karangrejo, Dusun Krajan, Dusun Kapasan dan Dusun Bawangan. Menurut cerita, ada seorang penduduk setempat, dusun pesantren berasal dari beberapa kejadian yaitu pada zaman dahulu di daerah tersebut banyak aliran yang masuk namun sikap masyarakat di daerah tersebut tetap masih memegang teguh pada pendirian yang telah di tanam oleh sesepuh darah tersebut yaitu menganut para kiyai terutama kiyai Hasan genggong sehingga penduduk daerah tersebut seperti santri yang manut terhadap kiyai maka dari dearah tersebut menjadi dusun pesantren. Sedangkan dusun karangrejo awal mulanya adalah dusun kecambeen yang arti orang di daerah tersebut senang bermain tabuan seperti kentrung dan rukun famili dan saat itu datang seorang kiyai dan merubah tradisi tersebut menjadi perkumpulan pengajian yang kemudian nama dusun kecambeen di ganti dengan rejo yang arti jaya sehingga menjadilah dusun kecambeen. 
Sejak pertama berdiri, Desa Pajarakan Kulon dipimpin oleh kepala Desa sebagai berikut :
1. Dono Djojo	dari 1880 – 1892	(12 Tahun)
2. Ardjo Sari	dari 1892 – 1902	(10 Tahun)
3. Slidin 	dari 1902 – 1926	(24 Tahun)
4. P. Siti	dari 1926 – 1930	(4 Tahun)
5. Trisno Widjojo	dari 1930 – 1939	(9 Tahun)
6. H. As’ad	dari 1939 – 1986	(47 Tahun)
7. Pjs. Abdul Aziz	dari 1986 – 1990	(4 Tahun)
8. H. Abd. Hayyi	dari 1990 – 2007	(17 Tahun)
9. Abd. Aziz F	dari 2008 – 2014	(4 Tahun)
10. Anas 	dari 2014 – sekarang
2. Letak Geografis 
Desa Pajarakan Kulon yaitu desa yang berada di Kecamatan Pajarakan  dan berdekatan dengan kota Kraksaan dengan batas-batas sebagai berikut:  Utara berbatasan dengan Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan, timur berbatasan dengan Rondokuning dan Desa Kregenan Kecamatan Kraksaan, barat berbatasan dengan Desa Tanjung dan Selatan berbatasan dengan Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan. 
Desa Pajarakan terletak di Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo memiliki luas administrasi lebih dari 344,78 Ha, terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu : 
a. Dusun Pesantren
b. Dusun Karangrejo
c. Dusun Krajan
d. Dusun Kapasan 
e. Dusun Bawanga
Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara 	:  Sukokerto 
b. Sebelah Timur 	:  Desa Rondokuning dan Kregenan 
c. Sebelah Selatan 	:  Desa Pajarakan Kulon dan Desa Tanjung
d. Sebelah Barat 	:  Desa Karanggeger
3. Visi dan Misi 
Visi Pembangunan Desa Pajarakan Kulon adalah “Terwujudnya Desa Pajarakan Kulon Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan Dan Berakhlak  Mulia”. Diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Probolinggo bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Desa Pajarakan Kulon lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. 
4. Struktur Pemerintah Desa Pajarakan 
Struktur organisasi/pemerintahan desa: 
a. Kepala Desa 	: ANAS 
b. Sekretaris Desa 	: Ahmad Fadlillahi Akbar 
c. Kaur Keuangan 	: Kholifah 
d. Kaur Umum 	: Mita Yuliana 
e. Kasi Pemerintahan 	: Siswa Adi Jamil 
f. Kasi Pelayanan 	: Moch. Tri Nur Huda 
g. Kasi Kesra 	: Torimo 
[image: ]
5. Jumlah Penduduk 
Desa Pajarakan Kulon terdiri dari 5 dusun, RT: 38, RW: 5 dengan jumlah penduduk sekitar 5.313, berada di dataran rendah. 
6. Keadaan Sosial ekonomi 
Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai wiraswasta sekitar 30%, tukang becak sekitar 20%, guru / PNS sekitar 15%, buruh/tani sekitar 15%. Dengan status ekonomi rata-rata menengah kebawah. Masyarakat desa Pajarakan Kulon memanfaatkan fasilitas pemerintah dengan cara bagi hasil dari hasil ternak sapi. Dan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat pemerintah desa Pajarakan Kulon memberikan bantuan berupa beras, telur, ikan dan sayur. 
7. Keadaan Pendidikan 
Pendidikan: sistem pendidikan tempo dulu tidak berseragam, tidak bersepatu dan tidak menggunakan papan hanya dengan cara penyampaian secara lisan.

8. Keadaan Sosial Keagamaan 
Dalam segi agama masyarakat desa Pajarakan Kulon 100 % menganut agama Islam, untuk dusun pesantren mereka paling kental aliran ahlusunnah wal jama’ah yang dikenal dengan NU (Nahdhatul Ulama’). Meskipun Ada juga aliran Muhammadiyah dan namun hanya segelintir orang saja yang menganut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tetapi tidak bisa berkembang di dusun pesantren. Karena tokoh - tokoh masyarakat yang ada di lingkungan lingkungan dusun pesantren, mengikuti ahlusunnah wal jama’ah, baik itu ta’mir masjid, local leader, maupun para asatidz sekitar. Adanya berbagai aliran ini sangat berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat dan kegiatan keagamaan lainnya khususnya kepada masyarakat yang masih awam. Untuk kegiatan syiar Islam, masyarakat tetap menjalankan kegiatan seperti tahlilan, yasinan, khotmil qur’an dan muslimatan di lingkungan dusun pesantren. Adat istiadat: adat di Pajarakan Kulon sudah banyak perubahan yang dulu jika disetiap permulaan puasa selalu ada acara selamatan apeman dan membunyikan suara beduk mulai dari 14.00 siang sampai 17.00 sore.
9. Keadaan Sosial Budaya 
Keadaan sosial budaya Budaya desa ini tentunya ada pengenalan lebih dalam tentang sejarah desa Pajarakan Kulon, yang menurut sesepuh setempat bahwa dulu Pajarakan Kulon itu adalah tempat perundingan dengan bahasa dinamakan njarak.  Kebiasaan: kebiasaan masyarakat desa Pajarakan Kulon dulunya untuk para ibu muslimat di larang memakai rok meskipun panjang tetapi diharuskan memakai jarik karena menurut sepepuh setempat perempuan lebih menunjukkan akhlak kesantriannya. 

[bookmark: _Toc84415144][bookmark: _Toc84415252]Deskripsi Data 
1. Praktik Nikah  sirri Di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kabupaten  Probolinggo 
Nikah  sirri adalah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum agama tanpa memperhatikan ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
Pengertian nikah siri tersebut  di atas sesuai dengan pernyataan H. Nur Ja’far  selaku tokoh masyarakat bahwa:
“Pernikahan   sirri  di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo khususnya di Desa Pajarakan Kulon mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan   sirri  ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan  sirri  itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”.[footnoteRef:61] [61:  	H. Nur Ja’far, Tokoh Agama Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan, Wawancara, Ahad, 20 September 2021.] 

Meskipun bentuk pernikahan ini dilarang oleh pemerintah, namun masih banyak terjadi pada masyarakat di Indonesia. Salah satunya, yang terjadi pada masyarakat di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo.  Praktik nikah  sirri  di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo masih banyak ditemukan. Hal ini sesuai penjelasan Bapak Supriyadi selaku Kepala KUA sebagai berikut: 
“Praktek Nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo masih ditemukan dalam hal ini, masih ada peristiwa  nikah yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu, pada hal dalam Ketentuan atau Undang-undang Perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa  Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan.”[footnoteRef:62] [62:  	Supriyadi, S.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Pajarakan, Wawancara, Senin, tanggal 09 September 2021 di Kantor KUA Kec. Pajarakan. ] 

Praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1. Ekonomi 
Mencatatkan suatu perkawinan merupakan hal yang berhubungan dengan dana. Dengan terbatasnya dana yang dimiliki maka calon suami istri lebih memilih mengadakan perkawinan  sirri, yang sah menurut syariat dan rukun Islam. Bahkan tanpa biaya perkawinan itu dapat dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan perkawinan yang resmi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekarang ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu ada beberapa warga masyarakat yang mencari alternatif lain yaitu dengan melakukan kawin sirri, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membayar administrasi pencatatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Supriyadi selaku Kepala KUA Kecamatan Pajarakan, sebagai berikut: 
 “Terjadinya Pernikahan sirri  atau Pernikahan yang tak tercatat,  umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk melaksanakan aqad Nikah, yang mana membutuhkan biaya. Menurut mereka tidak mampu membayarnya, maka dari itu untuk lebih memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut  dilakukan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)”.[footnoteRef:63] [63:  	Supriyadi, S.Pd.I, Kepala KUA Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, Senin, tanggal 09 September 2021 di Kantor KUA Kec. Towuti. ] 

Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar meskipun hal ini  terjadi menurut adat kebiasaan. Di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan yaitu pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan. Alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan. 
Alasan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku nikah  sirri HR (nama samaran) bahwa: 
“Saya berani melakukan nikah  sirri karena  terkendala biaya terutama uang panaik yang diminta oleh keluarga calon istri saya waktu itu sementara kami berdua sudah sama-sama suka dan tidak dapat dipisahkan sehingga saya beranikan diri datangi salah satu imam desa untuk menikahkan kami berdua walaupun tidak direstui kedua orang tua kami disebabkan ekonomi.”[footnoteRef:64] [64:  	HR (nama samaran) Warga Desa Pajarakan Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, Senin, 09 September 2021.] 

2. Tidak mendapatkan restu dari orang tua 
Perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo sebagian besar  tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju  atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah. 
Tidak adanya restu dari orang tua sehingga melakukan nikah  sirri sesuai dengan pernyataan Bapak D (nama Samaran) sebagai berikut: 
“Terjadinya Nikah sirri itu dipengaruhi oleh karena tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak terutama orang tua mempelai perempuan sebagai wali, sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah lama menjalin hubungan menempuh jalan pintas dengan cara mendatangi Penghulu untuk dinikahkan walaupun tanpa restu kedua orang tua dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah mendapatkan keturunan barulah mereka datang ke orang tua meminta restu pernikahannya”.[footnoteRef:65] [65:  	Bapak D (nama Samaran)Warga Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, pada hari Jumat tanggal 13 September 2021.] 

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku nikah  sirri ADR (nama samaran), bahwa: 
“Saya melakukan nikah  sirri dengan istri saya karena tidak ada restu dari orang tua, khususnya orang tua istri saya karena waktu itu kami berdua masih di bawah umur. Umur saya baru mau 19 tahun sedangkan istri saya belum 16 tahun sehingga saya datangi imam untuk dinikahkan.”[footnoteRef:66] [66:  	ADR (nama samaran)  Masyarakat Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan, Wawancara, pada hari sabtu, 20 September 2021. ] 

Demikian juga yang dikemukakan oleh AR (nama samaran) bahwa: 
“Saya melakukan nikah  sirri karena  sudah saling mencintai bahkan dengan hasil rasa cinta, kami berdua sempat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah  sementara saya tidak punya restu dari orang tua jadi saya pergi ke rumahnya tokoh agama minta dikawinkan.”[footnoteRef:67] [67:  	ADR, Warga Desa Pajarakan Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, pada hari Jum’at tanggal 13 September 2021.] 

Data ini menunjukkan bahwa salah satu alasan terjadinya praktik nikah  sirri  adalah tidak mendapat restu orang tua.          
3. Tingkat pendidikan yang rendah 
Pada beberapa kasus, pelaku nikah  sirri kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan rendah sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang ada dalam perkawinan harus diwujudkan dalam buku akta nikah sangat terbatas. 
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Moh. Taufiq selaku Modin Desa Pajarakan Kulon bahwa: 
“Terjadinya pernikan sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo khususnya di Desa Pajarakan Kulon disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan tentang aturan-aturan atau perundang-undangan tentang pernikahan tidak menjadi dasar untuk melakukan suatu pernikahan, oleh karena itu menurut beliau, pernikahan itu cukup dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan itu dianggap sah”.[footnoteRef:68] [68:  	Moh. Taufiq selaku modin , Wawancara, pada hari Jum’at, tanggal 12 September 2021 ] 

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan  pernikahan. 
Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat  (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 
Hal ini dijelaskan oleh Bapak Islah selaku Penyuluh Agama Islam Desa pajarakan Kulon bahwa: 
“Akibat rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap Undang-undang pernikahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan  sirri, oleh karena sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat,  puasa,  zakat, haji termasuk didalamnya masalah-masalah hukum seperti undang-undang pernikahan/ perkawinan, ini sangat penting karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku juga termasuk bagian dari larangan dalam ajaran Islam”.[footnoteRef:69] [69:  	Islah, Penyuluh Agama Islam Desa Pajarakan Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo,  Wawancara, pada hari Jum’at, 12 September 2021 . ] 

5. Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah  sirri 
Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebenarnya sudah berlaku sejak diundangkannya Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 pasal 3 yang menyatakan bahwa para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) yang termuat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975  pasal 45. Namun sanksi tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Sebab hukuman kurungan yang sangat singkat serta jumlah denda yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai rupiah saat ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku nikah  sirri juga telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang  hukum Materi Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah  siri, poligami, dan kawin kontrak (mut’ah), sebagai pelengkap dari UU  RI  No. 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Kementerian Agama.  
RUU tersebut dalam Pasal 143 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,00  (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Selanjutnya Pasal 144 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan dalam jangka waktu tertentu atau kawin kontrak, dihukum penjara selama 3 tahun dan perkawinannya batal demi hukum.[footnoteRef:70] [70:  	Amin Fauzi, “Menimbang Kriminalisasi Pelaku Nikah Siri”, yang dikutip Saifuddin Zhuhri dalam Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri  dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal al-Syir’ah,  Volume 48, No. 2, Desember 2014.] 

Namun RUU tersebut sampai sekarang belum terealisasi karena masih berupa rancangan dan belum disahkan menjadi Undang-Undang. Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah  sirri juga ditegaskan oleh Bapak KH. Ahmad Nawawi sebagai berikut: 
“Pernikahan  sirri yang terjadi khususnya di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan  sirri atau penghulu yang melakukannya bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada tindakan yang tegas dari pejabat yang berwenang terhadap pelaku nikah   sirri  , sementara nikah  sirri adalah dipandang cara paling praktis dan biaya yang paling murah untuk melakukan pernikahan.”[footnoteRef:71] [71:  	KH. Ahmad Nawawi Tokoh Masyarakat Desa Pajarakan Kulon, Wawancara, tanggal 25 September 2021.] 

6. Kendala izin poligami 
Agama Islam  pada  dasarnya  memperbolehkan  seorang  pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri  hingga  empat orang  istri  dengan  syarat  sang  suami  harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa Ayat 3). Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara siri.  
Atas dasar inilah yang  menjadi  alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak dapat berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Karena istri tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. 
Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. 
Alasan ini ditegaskan oleh Moh Taufiq selaku Modin Desa Pajarakan Kulon  bahwa: 
“Pernikahan sirri  yang terjadi di  Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, juga ditemukan dalam bentuk Poligami, yaitu Laki-laki berpoligami atau beristri lebih dari satu, dan pada umumnya hanya pernikahan yang pertama yang dicatat sedangkan pernikahan yang ke dua tidak dilakukan pencatatan khususnya dikantor KUA Kec. Pajarakan. Pernikahan sirri dalam bentuk Poligami selalu dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang. Sementara orang yang akan berpoligami cukup meminta persetujuan kepada Wali perempuan dan selanjutnya mendatangi penghulu atau ahli Agama untuk dinikahkan”.[footnoteRef:72] [72:  	Moh Taufiq selaku Modin Desa Pajarakan Kulon,  Wawancara, pada hari ahad, tanggal 21 April 2021.] 

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Ali Umar bahwa: 
“Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah  sirri atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri.[footnoteRef:73]  [73:  	Ali Umar ta’mir Masjid Zainal Abidin Desa Pajarakan Kulon,  Wawancara, pada hari selasa, tanggal 23 September 2021.] 

Disamping itu pernikahan dengan poligami diluar pencatatan atau dilangsungkan dengan nikah  sirri karena syarat untuk berpoligami sangat sulit dan susah untuk dipenuhi. Oleh karena itu pernikahan poligami dilakukan secara rahasia dan tidak dilakukan melalui pencatatan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan pernikahan”.
Adapun bentuk-bentuk pernikahan sirri yang terjadi di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo Timur diantaranya:  
a. Silariang yaitu laki-laki dan perempuan dengan kehendak bersama secara rahasia keduanya menuju rumah Penghulu adat atau Penghulu Agama meminta dilindungi dan dikawinkan tanpa melalui pencatatan dan persetujuan walinya. 
b. Rilarian  yaitu perempuan dibawa  secara paksa oleh laki-laki ke  rumah penghulu adat untuk meminta perlindungan dan selanjutnya minta dinikahkan tanpa dilakukan prosedural atau tanpa  mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/pernikahan. 
c. Perempuan atas kemauan sendiri datang ke penghulu adat atau penghulu Agama untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu tanpa melalui pencatatan dan persetujuan walinya atau kedua orang tuanya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa  banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap angka praktik nikah sirri. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pencegahan dengan berpatokan pada faktor penyebab terjadinya praktik nikah sirri tersebut.   
Selain faktor tersebut di atas, terjadinya praktik nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo tidak terlepas dari peran orang yang menikahkan. Ada beberapa alasan yang  mendasari  seseorang sehingga menikahkan pasangan dengan cara nikah sirri, yaitu: 
1) Menjaga kemaslahatan 
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Nur Ja’far selaku tokoh masyarakat, sebagai berikut: 
“saya nikahkan untuk menjaga kemaslahatan (aib) keduanya sebab sudah suka sama suka bahkan mereka sudah tinggal dalam satu rumah. Jangan sampai terjadi perzinahan atau hubungan badan tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu, makanya penting dinikahkan menurut hukum Islam walaupun belum dicatat di Kantor KUA.”[footnoteRef:74] [74:  H. Nur Ja’far Tokoh Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, pada hari Jum’at tanggal 13 September 2021. ] 

2) Hamil  
Hamil sebelum nikah juga menjadi alasan sehingga dinikahkan secara  sirri. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ubaidillah, bahwa: 
“Saya memimpin pelaksanaan nikah  sirri karena yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) sudah suka sama suka dan perempuannya sudah hamil. Jangan sampai melahirkan anak sebelum menjadi pasangan suami istri yang sah meskipun itu keabsahannya hanya menurut hukum Islam.” 
3) Di bawah umur 
Ketentuan pernikahan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam memuat keharusan calon suami dan istri telah cukup umur, yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Sehingga ketentuan batas umur ini menjadi kendala sebagian orang untuk melakukan pernikahan dan akhirnya memilih jalan pintas, yakni nikah sirri. 
Alasan ini pula yang mendasari Bapak Ubaidillah selaku wakil modin, memimpin pelaksanaan nikah sirri, sebagaimana yang dikemukakannya bahwa: 
“Saya nikahkan orang dengan nikah  sirri karena yang bersangkutan sudah saling suka dan sudah hamil tapi belum cukup umur sesuai aturan undang-undang sehingga untuk jaga aibnya di tengah-tengah masyarakat, dilangsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat.”[footnoteRef:75]  [75:  Ubaidillah wakil modin Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, pada hari Jum’at tanggal 13 September 2021.] 

Beberapa kasus yang ditemukan di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo untuk nikah sirri, sebagian besar terjadi karena belum cukup umur. Hal ini juga dapat dilihat pada itsbat nikah yang dilakukan di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo yang hampir semuanya didasari oleh pernikahan di bawah umur. 
Berdasarkan uraian di atas terdapat dampak positif dari nikah sirri, diantaranya adalah: 
a) Terhindar dari perbuatan zina atau kemaksiatan lainnya di luar nikah. 
b) Meminimalisir aib di tengah masyarakat. 
c) Ketika hamil di luar nikah, anak itu masih bias diakui dalam agama Islam sehingga bukan anak zina. 
d) Menghindarkan diri dari penyakit AIDS atau penyakit kelamin lainnya. 
Meskipun terdapat dampak positif dari pelaksanaan nikah sirri, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Masalah umum yang sering dihadapi akibat nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo adalah: 
a) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Termasuk hak mendapatkan nafkah, harta gono gini apabila bercerai, dan sebagainya. 
b) Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.[footnoteRef:76] [76:  Ubaidillah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo, Wawancara, tanggal 12 September 2021.] 

Uraian di atas menunjukkan beberapa akibat dari akad nikah sirri. Walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya sehingga setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kekuatan hukum.
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[bookmark: _Toc84415147][bookmark: _Toc84415255]Pandangan  Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
Pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Pajarakan, khususnya suku Jawa dan Suku Madura sebagai penduduk mayoritas  merupakan peristiwa yang sangat sakral religius dan harus dilaksanakan dengan cara-cara benar. Disamping itu, pernikahan juga dipandang sebagai peristiwa yang   menyatukan    dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu pada membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, jika ikatan  pernikahan putus akibat  perceraian  berakibat  pada putusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.[footnoteRef:77] [77:  	KH. Ahmad Nawawi Tokoh Masyarakat Desa Pajarakan, Wawancara, pada hari Jum’at, tanggal 26 September 2021.] 

Praktik nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon pada umumnya sama dengan praktik  nikah  sirri di daerah lain. Pernikahan yang terjadi di Desa Pajarakan Kulon dapat dilihat dalam bentuk pernikahan adat, maksudnya bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan itu cukup dilaksanakan dengan ketentuan adat yang diwarisi  secara turun temurun. Oleh karena itu mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat.[footnoteRef:78] [78:  	Ubaidillah  Pembantu Modin Desa Pajarakan Kulon,  Wawancara, pada hari  Senin, tanggal 06 Mei 2021. ] 

Hal ini ditegaskan dengan pemaparan H. Nur Ja’far , bahwa: 
“Pernikahan   sirri  di Desa Pajarakan Kulon khususnya di Desa Pajarakan Kulon  mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan  sirri ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan  sirri  itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).[footnoteRef:79] [79:  	H. Nur Ja’far, Tokoh Agama Desa Pajarakan Kulon  Kec. Towuti, Wawancara, hari Ahad, 14 September 2021. ] 

Masyarakat Desa Pajarakan Kulon beranggapan bahwa nikah  sirri adalah bentuk pernikahan yang sah secara agama dan tidak mesti dicatat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Nikah  sirri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tercatat. 
Hal ini membuktikan bahwa meskipun pernikahan mempunyai ketentuan atau peraturan yang jelas dan tegas dalam sistem perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan banyak peristiwa pernikahan  yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. 
Secara umum, pernikahan sirri yang dipahami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah  namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak. 
Sedangkan menurut perspektif masyarakat pada umumnya, setidaknya terdapat 3 pemahaman tentang perkawinan sirri, yaitu: 
a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali  perempuan tidak setuju; atau karena  menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; 
b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak  mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada  yang karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. 
c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan  tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan  pernikahannya. 
Sementara, pernikahan siri yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil terdapat dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.  
Dari aspek pernikahannya, nikah  sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Namun  suatu  perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru dapat dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh. 
Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut: 
1) Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya;  
2) Mengerjakan  tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;  
3) Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt.  
Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul.  Dengan demikian, jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. 
Hal ini yang  dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Pajarakan. Selain itu, alasan yang melatarbelakangi praktik nikah  sirri oleh masyarakat Desa Pajarakan Kulon sangat beragam. Diantaranya adalah biaya yang mahal. Namun alas an tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 mengatur biaya perkawinan yang terbagi dua, yaitu gratis atau nol rupiah jika proses akad nikah dilakukan pada jam kerja di KUA dan dikenakan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar jam kerja.  

[bookmark: _Toc84415148][bookmark: _Toc84415256]Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah  sirri 
Nikah sirri merupakan satu diantara peristiwa hukum bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan model ini dinyatakan sah menurut hukum Islam, akan tetapi dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positifnya.  
Dalam praktek nikah siri, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat dilaksanakan atas dasar  tanggung jawab,  kesadaran beragama dan  keimanan[footnoteRef:80]. Hal ini dapat diketahui melalui tokoh dan organisasinya bahwa nikah siri adalah sah, legal melakukan hubungan lawan jenis, meski ada yang menyatakan haram jika menimbulkan kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka melihat sisi syarat dan rukun nikah secara agama dan tidak terlalu mempertimbangkan adanya UU Perkawinan, KHI dan pencatatan nikah. Ini artinya hukum Islam mengakar kuat, ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam.  [80:  	Taufiqurrahman Syahuri,  Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi: Jakarta : Kencana, 2013.] 

Hal ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang pada unifikasi hukum perkawinan nasional. Seharusnya UU  Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif tidak hanya mengatur urusan administrasi semata karena banyak yang dilindungi dan diuntungkan dengan adanya produk hukum Islam bidang perkawinan ini.[footnoteRef:81] [81:  	Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, Hunafa; Jurnal Studi Islamika, 8 Desember 2011.] 

Undang-Undang  Perkawinan  menjadi bagian dari hukum Islam yang telah mengalami proses taqnin dan telah menjadi undang-undang di Indonesia. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Inpres tahun 1991  telah mempunyai kekuatan hukum sebagai hukum positif dan menjadi pijakan bagi hakim memutus setiap sengketa perdata yang berlaku bagi orang Islam. Kedua aturan perkawinan Islam ini menunjukkan bahwa kebutuhan hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan kebutuhan penting terhadap peraturan perkawinan dalam perjalanan negara ini menuju negara dan sistem hukumnya yang lebih baik dan bernilai moral. 
Undang-undang Perkawinan dan KHI  lahir dengan semangat mengusung, mangakomodir hukum Islam tentang perkawinan yang hidup di masyarakat (living law) sebagai hukum positif  di Indonesia.  Dengan demikian,  sangat jelas terlihat nuansa esensi hukum perkawinan di Indonesia adalah Hukum Islam. 
Apabila  sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam  maka  ada pintu masuk untuk mempertemukan  hukum Islam dan hukum Positif  dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat. Konsep dasar maslahat sebagai paradigma hukum Islam berangkat dari dua titik tolak, yaitu: 
Pertama, paradigma difahami sebagai suatu pandangan mendasar yang fundamental dari suatu konstruksi pemikiran dalam disiplin hukum Islam. Kedua, bahwa pemahaman terhadap maslahat harus menjadi prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. 
Sebab sejauh hukum itu dimaksudkan untuk menata kehidupan manusia, maka kekuatan legitimasinya terletak pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan bagi manusia, dan dengan sendirinya ia bisa beradaptasi dan mengakomodasi realitas perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Konsep dan kapasitas metodologis yang mampu memenuhi tuntutan tersebut hanya bisa dipenuhi oleh prinsip dan teori mașlahah.[footnoteRef:82] [82:  	Zaini Rahman,  2016. Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan. Yogyakarta: Pustaka pelajar, ] 

Hukum perkawinan Islam sebagai aturan yang mendasarkan terapan hukumnya  bagi  terwujudnya tujuan keluarga  berupa semangat membangun suasana yang sakinah mawaddah  warrahmah dijadikan sebagai pandangan mendasar  dari suatu konstruksi hukum keluarga Islam dalam disiplin hukum Keluarga dalam konteks kebutuhan dan tantangan keluarga kekinian. Semua kerangka hukum Islam dan hukum positif berpijak pada dasar ini sesuai kepentingannya masing-masing dan tidak boleh mencerabut esensi kemaslahatan keluarga dalam setiap peristiwa perkawinan.[footnoteRef:83] [83:  	Zaini Rahman,  Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan.] 

Teori mașlahah sebagai sebuah paradigma hukum Islam sangat terkait dengan teori dan metode ilmu yang akan digunakan untuk merumuskan hukum, termasuk didalamnya tentang hubungan antara sumber dasar wahyu, teori hukum, dan realitas. 
Dalam konteks permasalahan hukum Islam yang berkembang kekinian, paradigma dapat menjadi teori yang bisa mempersatukan pertentangan golongan hukum Islam yang menonjolkan aspek tekstualis fikih klasik dengan golongan hukum positif yang menonjolkan sikap tekstualis  normatif atau peraturan untuk menjawab tuntutan realitas yang terus berkembang. Dalam konteks ini, maslahat dapat membantu upaya menetralisir kecenderungan faktor relasi kuasa maupun idiologi dalam rumusan sebuah hukum. 
Penggunaan konsep maslahat  sebagai sebuah alternatif pemikiran hukum cukup beralasan sebab kerangka berfikir teori mașlahah lebih menekankan pada nilai-nilai hukum yang terkandung pada keseluruhan nash, bukan semata kasus per kasus, teks atau bunyi undang-undang, yang kemudian dipadukan dengan tuntutan realitas yang terus berkembang atas dasar mașlahah dan mafsadah. 
Dengan cara ini, teori  mașlahah  dapat menjamin adanya titik temu antara keabsahan antara keabsahan pemahaman terhadap teks dan kecenderungan-kecenderungan hukum yang berada diluar teks. Oleh sebab itu perkembangan permasalahan yang timbul akibat nikah  sirri harus dibaca secara seksama melalui pendekatan empiris sebagai sebuah realitas diluar teks yang membantu pemecahan masalah berbasis mașlahah. 
Di dalam upaya penyelesaian titik temu antara hukum Islam dan hukum positif  dalam hukum nikah  sirri sebenarnya kedua otoritas hukum ini sama-sama menyandarkan kekuatan hukumnya pada teks-teks yang diambil sebagai dalil. Hukum Islam yang  mengatakan sah, menyandarkan kekuatan hukumnya pada al Qur’ân, hadist dan teks-teks kitab klasik. UU Perkawinan yang mengharuskan  pencatatan perkawinan menguatkan ketentuannya itu dengan menyandarkannya pada bunyi teks yang menjadi undang-undang negara. Dengan teori maslahat, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam mașlahah yang mu’tabarah.[footnoteRef:84] [84:  	Wahbah az-Zuhaily,  1986. Maslahat dalam kajian ushul fikih dibagi menjadi tiga, yaitu  al mașlahah al mu’tabarah, mașlahah al mulghah  dan  al mașlahah al mursalah. Ushūl Fiqh al-Islamy Beirut: Dār al-fikr, ] 

Demikian juga penalaran yang berkembang di luar teks yang didasarkan pada asas manfaat dan rasional tetap menemukan porsinya dan diakui sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan syara’. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori mașlahah, disamping tetap menjaga keabsahan pemahaman terhadap teks-teks nash, juga mampu memberikan corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dinamis. 
Di samping itu, dengan asas mașlahah norma-norma hukum di luar nash tetap dapat diakui sebagai hukum yang mengikat secara syara’, seperti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan presiden dan lain-lain yang kesemuanya itu disebut sebagai sumber diluar teks dan diakui didalam hukum Islam. 
Wacana adaptabilitas hukum Islam mempunyai dimensi yang sangat luas dalam kemajemukan sistem hukum di Indonesia. Wacana adaptabilitas hukum Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam kesadaran, kehendak dan perbuatan hukum oleh masyarakat Islam. Dengan diterimanya corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam sebagai anak zaman dan keadaan, maka kesadaran hukum yang menyangkut corak adaptabilitas dan fleksibilitas dapat diterapkan dalam pelaksanaan hukum Islam yang terbaharui. Penalaran pada aspek kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan realitas luar teks yang terus berkembang dan menjadi konsekwensi logis dari interaksi sosial. 
Adaptabilitas hukum Islam sebenarnya lahir dari kesadaran umat Islam sendiri yang melihat kenyataan bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum Islam dengan realitas perkembangan yang akan diaturnya. Realitas ketersebaran umat Islam keseluruh dunia dengan perbedaan tata nilai dan kebudayaan pada setiap waktu dan tempat yang berbeda, termasuk faktor batas-batas otoritas kenegaraan, telah melahirkan kesadaran akan keharusan terjadinya adaptasi realitas luar teks itu sendiri. 
Namun masalah utama yang sering jadi pembahasan adalah daya tahan doktrin syariah berhadapan dengan arus perubahan dan modernisasi. Norma hukum yang lahir dari teks tidaklah mungkin bersifat statis dan kaku menghadapi perubahan yang sudah menjadi kenyataan sosial. Kelompok pengikut  living law  yang konservatif ingin mempertahankan nilai-nilai normatif hukum Islam sebagaimana adanya agar tidak terkena erosi modernisasi yang cenderung serba rasional dan sekuler. Sementara kaum modern yang berpegangan dengan undang-undang (positive laws) menghendaki adanya semangat tranformasi hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas sehingga hukum Islam tidak menjadi doktrin yang usang dan tidak sesuai dengan mașlahah kekinian.
Problem mendasar hukum Islam di zaman modern ini terletak pada kemampuannya beradaptasi dalam berbagai konteks. Ia berhadapan dengan persoalan budaya, lokalitas, sistem negara dan segala aspek perubahannya. 
Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya diaplikasikan untuk kontekstualisasi hukum dengan perubahan sosial, karena menurut pakteknya dalam sejarah, hukum Islam muncul untuk menjawab kebutuhan sosial, dan dalam masalah pokok dan metodologisnya ia memperhatikan kemampuan-kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial. Masalah yang muncul sebenarnya terletak pada pemahaman dan cara pandang terhadap normatifitas di satu pihak dan adaptabilitas di pihak lain. 
Upaya kontekstualisasi  mașlahah  bisa bermakna sebagai transformasi atas normatifitas itu pada suatu konfigurasi baru pemahaman fikih dalam upaya reformasi dan reaktualisasi ajaran di tengah proses transformasi sosial yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Pencatatan nikah sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan perkawinan yang ada dalam Islam. Tidak adanya pencatatan nikah akan berkonsekuensi buruk terhadap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpenting. Pencatatan perkawinan memang tidak pernah ada dalam khazanah fikih. 
Namun, karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini yang sangat mendesak maka tidak ada  salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.[footnoteRef:85] [85:  Ahmad Tholabi Kharlie, 2015. Hukum Keluarga Indonesia. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, ] 

Kemaslahatan tidak dapat terjaga akibat nikah  sirrri.  Setidaknya  akan berpengaruh terhadap kemaslahatan akal, keturunan dan harta. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:  
1) Akad nikah  sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah. 
2) Akad nikah  sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang  dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah. 
3) Akad nikah  sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah  sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya. 

[bookmark: _Toc84415149][bookmark: _Toc84415257]Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon  
Perkawinan adalah penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya  dibutuhkan dua hal penting yaitu: kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani pelbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan dan kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.[footnoteRef:86] [86:  Abu A’la al-Maudūdi, 1995. Kawin dan Cerai Menurut Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Rais Jakarta: Gema Insani Press, ] 

Hal ini sesuai dengan teori tiga sistem hukum  yang  dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Tiga elemen sistem hukum ini adalah  legal structure (struktur hukum),  legal substance  (substansi hukum), dan  legal culture  (kultur hukum).  
Legal  structure  adalah    kerangka    atau bagian  yang   memberi  bentuk  dan batasan  dalam sebuah sistem atau dalam istilah lain disebut tatanan kelembagaan dan kinerja  lembaga. Legal   substance   adalah   aturan, norma, dan   pola   perilaku   nyata  manusia yang    ada dalam    sebuah    sistem. Substance  juga  mencakup ketentuan perundang-undangan dan    hukum yang hidup (living law).  Legal culture  adalah  budaya    hukum    yakni sikap   manusia    terhadap  hukum. Intinya,  legal culture  ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara   berpikir   dan   cara bertindak, baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari warga masyarakat.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud struktur adalah pemerintah, dalam hal ini adalah aparat Desa dan KUA.  Sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sesuai dengan teori ini menyangkut  legal substance.  Penerapan  legal substance  ini perlu ditopang dengan legal culture yang merupakan sikap dari masyarakat terhadap hukum  dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum nikah sirri. 
 Ketiga unsur tersebut, secara jelas dibuat ilustrasi oleh  Friedman dengan menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses dengan menempatkan mesin sebagai struktur, kemudian produk yang dihasilkan sebagai substansi hukum. [footnoteRef:87] [87:  	Lihat Lawrence Meier Friedman sebagaimana dikutip oleh Dudu Duswata Machmuddin menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Lihat Dudu Duswata Machmuddin, Pengantar Ilmu Hukum. Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2003.] 

Sedangkan bagaimana mesin itu digunakan merupakan implementasi dari unsur kultur hukum. 
Pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah   sirri   telah menggambarkan keadaan struktur, substansi dan kultur hukum. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan terjadinya praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:  
1. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan 
Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasikan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama lebih dari 30 tahun, akan tetapi sampai saat ini masih didapati adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal tersebut tidak diatur di zaman Rasulullah dan akan merepotkan. 
Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini ditegaskan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, diantaranya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7.500. Begitu pula dengan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 7.500.[footnoteRef:88] Aturan tersebut hanya merupakan peraturan administratif dan tidak termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia.  Hal ini memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.[footnoteRef:89] [88:  	Lihat Pasal 3 dan Pasal 45 (1)a PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa pencatatan  perkawinan hanya sebagai sarana untuk menjamin ketertiban setiap perkawinan bagi masyarakat Islam.]  [89:  	Lihat Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).] 

Ambiguitas substansi hukum  ini  membuat masyarakat bingung dan menjadikan hukum tidak berjalan secara efektif sehingga wajar bila masih banyak didapat praktik nikah  sirri di beberapa wilayah. Apabila perkawinan   sirri  terus terjadi, maka sesungguhnya makna historis Undang-undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-undang Perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian maka pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya Undang-undang Perkawinan menjadi sia-sia. Di samping itu, tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan di dalam mekanisme kependudukan.[footnoteRef:90] [90:  	Apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, peristiwa perkawinan adalah proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan. Untuk menghindari ketimpangan antara proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial di masa datang hanya melalui kematangan kondisi obyektif saat sekarang. Lihat A. Gani Abdullah “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan” Mimbar Hukum 23, 1995.] 

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut maka pemerintah perlu bersikap tegas terhadap upaya-upaya yang melemahkan institusi perkawinan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan penjatuhan sanksi terhadap  pihak yang terlibat dalam perkawinan yang melanggar peraturan perundangan tersebut. Hal itu yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga ketentuan tersebut benar-benar efektif dan fungsional.  
Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebenarnya sudah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 pasal 3 yang menyatakan bahwa para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,  -(tujuh ribu lima ratus rupiah) yang termuat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45. Namun sanksi tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Sebab hukuman kurungan yang sangat singkat serta jumlah denda yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai rupiah saat ini. 
Untuk itu, dibutuhkan penjatuhan sanksi yang lebih berat sebagai upaya preventif. Saat ini dilakukan perluasan Pasal Zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)  berpotensi menimbulkan over krimininalisasi. Menurut Peneliti  Institute for Criminal Justice Reform  (ICJR), Ajeng Gandini, jika 101  perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktekkan nikah siri dan poligami.[footnoteRef:91] [91:  	Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.] 

Hal yang sama pernah dilakukan Rancangan Undang-Undang untuk merevisi UU Peradilan Agama pada tahun 2010. RUU tersebut memuat ketentuan pidana (pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mut’ah, perkawinan kedua, ketiga dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana tersebut bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta.[footnoteRef:92] [92:  	Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana, diakses pada tanggal 24 Desember 2018. ] 

Terkait dengan aturan tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menilai wajar apabila para pelaku perkawinan di bawah tangan dikenai sanksi pidana, apabila perkawinan yang dilakukannya berpotensi merugikan banyak pihak. Maaruf mengungkapkan : “Tidak berlebihan saya kira kalau pelaku nikah siri, lebih tepatnya nikah di bawah tangan mendapat sanksi kurungan. Tapi kalau perbuatannya memang layak diberikan kurungan. Merugikan anak-anak dan keluarganya, menzalimi orang lain, anak-anak menjadi tidak dinafkahi atau terabaikan, dan lainnya.”[footnoteRef:93] [93:  	Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.] 

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD bahwa dirinya sepakat akan wacana pelarangan perkawinan siri dalam RUU Peradilan Agama agar tidak terdapat korban akibat perkawinan jenis tersebut, apalagi pihak suami biasanya melakukan perkawinan siri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Menurutnya, pelarangan atas perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama karena dalam Islam sendiri terdapat beragam penafsiran. 
Dalam masalah perbedaan penafsiran tersebut, bila disuruh memilih maka ia akan menyetujui tafsir yang sepakat bahwa perkawinan siri harus diatur dalam undang-undang karena dalam undang-undang bisa diatur mengenai sanksi yang tegas kepada berbagai pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.[footnoteRef:94] [94:  	Moh. Mahfud MD, Pelanggaran Pernikahan Siri Masuk dalam RUU Peradilan Agama,  http://berita8.com. 14 Februari 2010, diakses pada tanggal 24 Juli 2021. 103 ] 

Wacana pemidanaan pelaku nikah  sirri yang tercantum dalam draft rancangan undang-undang  tentang hukum materiil peradilan agama dalam bidang perkawinan tersebut,  tidak bertentangan dalam hukum Islam. Hal ini justru  mengandung semangat dari syari’at Islam dan sejalan dengan  maqāshid al-syari’ah  yang ingin melindungi agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. 
Wacana pemidanaan ini termasuk dalam ranah  siyāsah syar‟iyah, karena segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, meskipun Allah dan Rasul tidak menentukannya. 
Pemerintah bertanggung jawab memimpin umat manusia dengan memberi pedoman ke jalan yang benar dan menyelesaikan masalah serta mampu membuat keputusan mengikut dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh  syara’. Upaya ini untuk menutup jalan terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam fiqh, jalan yang membawa upaya pencegahan tersebut biasa disebut sad adz-dzarī’ah.[footnoteRef:95] [95:  	Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2: Jakarta: Kencana, 2008.] 

Untuk mengantisipasi mudharat yang diakibatkan dari nikah sirri, pemerintah menganjurkan agar nikah  sirri dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang karena menurut syari‟at, nikah  sirri bisa jadi haram apabila ada mudharatnya. 
Dengan demikian,  yang melatarbelakangi  perkawinan siri sebagai sesuatu yang dipandang tidak manusiawi adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan  istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena perkawinan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidakcocokan maka bubar begitu saja, dikhawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar. 
Oleh sebab itu,  sebagai warga negara  harus  mendukung  adanya aturan tersebut sebab manfaatnya akan kembali kepada warga itu sendiri. Aturan tersebut untuk memberi proteksi bagi keluarga khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan.  
Untuk terlaksananya aturan tersebut, tentu saja memerlukan sosialisasi terlebih dahulu disertai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terhadap hukum perkawinan Indonesia. Dalam hal ini upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna perkawinan pada khususnya dan memahami ajaran Islam pada umumnya. 
2. Pembaruan hukum keluarga Islam 
Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, permasalahan yang timbul dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu, umat Islam saat ini tidak dapat hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran ulama mujtahid abad pertengahan untuk menjawab permasalahan kontemporer, sebab jarak waktu antara ulama mujtahid abad tersebut dengan situasi umat Islam modern sekarang  jauh berbeda.[footnoteRef:96] [96:  	Muhammad Iqbal, 2009. Hukum Islam Indonesia modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, ] 

Untuk itu, umat Islam harus mengantisipasi dengan melakukan perubahan atau pembaruan terhadap nilai-nilai atau pandangan Islam. Pembaruan yang dianjurkan dalam Islam bukanlah dalam arti dalam cara berpikir, bertingkah laku dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi pemikiran terhadap agama yang harus diperbarui dan direformasi, yakni pemikiran modern yang dapat menimbulkan reformasi dalam agama. Hal tersebut tidak memungkinkan timbul dari pola berpikir yang sempit.[footnoteRef:97] [97:  	Lihat Ahmad Taufik, M. Dimyati Huda, dan Binti Maunah, 2005. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ] 

Menurut Harun Nasution, perlu diingat bahwa dalam ajaran-ajaran yang bersifat mutlak tak dapat diubah, tetapi hanya berlaku terhadap ajaran-ajaran yang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, pembaruan mengenai ajaran-ajaran yang bersifat mutlak tak dapat diadakan. Pembaruan dapat dilakukan mengenai interpretasi atau penafsiran dalam aspek-aspek teologi, hukum, politik dan seterusnya.[footnoteRef:98] [98:  Ahmad Taufik, M. Dimyati Huda, dan Binti Maunah,  Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam. ] 

Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam[footnoteRef:99] adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Sebab masalah pencatatan tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Tujuan pembaruan hukum keluarga di dunia muslim secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:  [99:  	UU tentang hukum keluarga di dunia Islam diberlakukan pada abad ke-20, sedikitnya terdapat 13 masalah yang mendapat perhatian, jika dicermati semangat dasarnya adalah melindungi hak-hak dan  meningkatkan derajat wanita, yaitu: 1) Masalah pembatasan usia minimal dan selisih umur kawin. 2) Peranan wali dalam nikah. 3) Pendaftaran dan pencatatan perkawinan. 4) Keuangan perkawinan: mas kawin dan biaya perkawinan. 5) Poligami dan hak-hak isteri dalam poligami. 6) Nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal. 7) Talak dan cerai di muka pengadilan. 8) Hak-hak wanita yang dicerai suaminya. 9) Masa hamil dan akibat hukumnya. 10)  Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah perceraian. 11) Hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan. 12) Wasiat bagian ahli ahli waris. 13) Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga. Lihat H. M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, ed., Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2003.] 

a. Untuk unifikasi hukum keluarga karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti. 
b. Untuk mengangkat status wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara aksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya, diantaranya untuk merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. 
c. Untuk merespon  perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.[footnoteRef:100] [100:  	Lihat H. M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, ed., Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.] 

Pencatatan nikah Pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI No.  1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun  1974 dinyatakan: ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: ”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. 
Merujuk pada rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan  di atas, jelaslah bahwa pencatatan  tersebut untuk ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Disamping itu, dengan tertibnya administrasi di bidang perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami istri) dapat terlaksana sesuai dengan aturan syar’i dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  
M. Atho’ Muzdhar mengemukakan: meskipun ulama  Indonesia umumnya setuju atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawina dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang  yang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.[footnoteRef:101] [101:  H. M. Atho’ Muzdhar, dalam H.M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor), 2003. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Jakarta: Ciputat Press, ] 

Dalam syari’at Islam, sebenarnya diatur mengenai perlunya pencatatan administrasi, meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang utang-piutang. Hal ini terdapat dalam Qur’an Surah al-Baqarah 2: 282. 
                                                                                                                                                 
Terjemahnya:	“Hai orang-orang yang beriman,  apabila kamu bermu’amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah  akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang  lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik  kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal  itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[footnoteRef:102] [102:  Departemen Agama RI,  2011. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir al-Qur’an, ] 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam  utang-piutang saja membutuhkan pencatatan guna menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-istri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Sejalan dengan ayat tersebut, demi kemaslahatan dan demi terhindarnya kemudaratan, maka pencatatan nikah merupakan bagian pelaksanaan syari’at Islam dari aspek maqashid al-syari’ah untuk umat Islam di Indonesia.[footnoteRef:103] [103:  Hamka Haq, 2001. Syari’at Islam: Wacana  dan Penerapannya. Makassar: Yayasan al-Ahkam, ] 

Di samping itu, jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh;  dar’ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih  (menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat), dengan demikian pencatatan nikah menjadi keharusan bagi setiap pasangan nikah. Pencatatan pernikahan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Meskipun secara tekstual tidak ada ketentuan pencatatan pernikahan dalam nash Al Qur’an atau hadits, pencatatan pernikahan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang (dain) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan akan berakibat pada suami, istri, dan anak. Artinya, karena tidak dicatat, maka tidak ada alat bukti yang sah sebagai suami istri. 
Hal ini berimplikasi juga pada anak yang menyangkut hak waris-mewarisi, hak perwalian, pembuatan surat-surat sebagai warga negara, misalnya KTP, Paspor, dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti yang sah berupa buku nikah maka nikah  sirri  tersebut tidak memiliki payung hukum, sehingga jika terdapat persoalan rumah tangga, maka suami-istri tidak bisa menuntut di pengadilan. 
3. Aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat memenuhi harapan masyarakat. Kerapian, kelancaran, dan kemurahan biaya pelayanan tidak mungkin dipisahkan dari berbagai upaya tersebut.  Dalam proses pencatatan nikah, pihak PPN atau KUA sebaiknya memberikan kemudahan berupa biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Artinya, terdapat standarisasi pembayaran minimal dan maksimal bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan memberikan kemudahan berupa biaya ringan tersebut, maka alasan akan mahalnya biaya pernikahan tidak akan ada lagi bagi pelaku nikah sirri. 
4. Mempermudah pemberian izin poligami. 
Mayoritas fuqaha klasik dan pertengahan membolehkan suami beristri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berlaku adil terhadap para istrinya. 
Salah satu fuqaha klasik yang membolehkan poligami adalah Imam Syafi’i. Ia menyatakan, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan QS. An-Nisa: 3 sebagai berikut: 
                               
Terjemahnya: 	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[footnoteRef:104] [104:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.] 

Selain itu, dalam surah Al-Ahzab ayat 50 disebutkan bahwa: 
                                                                
Terjemahnya: 	Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[footnoteRef:105] [105:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya] 

Hal yang sama juga disebutkan dalam QS. Al-Mu’minun: 5-6 sebagai berikut: 
                
Terjemahnya:	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.[footnoteRef:106] [106:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.] 

Selain ayat  tersebut di atas, hadits juga dikutipnya untuk mendukung pendapatnya, yakni hadits tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri lalu Nabi Saw memerintahkannya untuk mempertahankan empat dan menceraikan lainnya.[footnoteRef:107] [107:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.] 

Menurut Imam Syafi’i, tuntutan berlaku adil di antara para istri berhubungan dengan urusan fisik, yakni menyangkut giliran berkunjung dan nafkah. Sementara menyangkut keadilan hati (cinta) hanya Allah yang mengetahuinya. Karenanya, mustahil seseorang berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti diisyaratkan dalam QS. An-Nisa: 129 : 
Lihat Dahlia Haliah Ma’u, Nikah  sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah), Jurnal al-Ahkam, Vol. 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 
Terjemahnya: 	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu  biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Menurut Imam Syafi’i, ayat tersebut berhubungan dengan hati (perasaan cinta). Jadi, hati memang tidak mungkin berbuat adil.[footnoteRef:108] [108:  Dahlia Haliah Ma’u, Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah, Jurnal al-Ahkam.] 

Semua  mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima, berdasarkan QS. An-Nisa: 3.24  sebagai berikut: 
                                                 
Terjemahnya: 	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas  kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),  sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[footnoteRef:109] [109:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.] 

Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan berpoligami hukumnya bukan wajib dan bukan sunnah, tapi oleh Islam dibolehkan karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang dan dikesampingkan.[footnoteRef:110] [110:  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  Alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1980. Jilid 6 dan 7.] 

Lebih lanjut Sayyid Sabiq memaparkan bahwa  dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami di dalam Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat.[footnoteRef:111] [111:  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.] 

 Argumentasi tentang poligami di atas, setidaknya dapat memberikan jalan keluar bagi para pelaku nikah sirri. Artinya, daripada menikah diam-diam dan tanpa pencatatan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan hukum, maka lebih baik melaksanakan poligami yang acuan hukumnya jelas. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan pencatatannya sehingga secara administratif tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.  
Kaitannya dengan proses administrasi dalam hal pemberian izin beristri lebih dari seorang (maksimal 4 orang) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 dan 5 yakni; Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;  
a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b) istri mendapat cacat badan atau penyakit  yang tidak dapat disembuhkan. 
c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
d) adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Dalam hal ini mencakup adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.  
Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam Pasal 55 sebagai berikut: 
a) beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. 
b) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 
c) apabila syarat  utama yang disebut pada ayat (b) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 
Kebolehan beristri lebih dari seorang, sesuai juga dengan ketetapan Nabi Saw. Dalam hal ini, terdapat seorang yang memeluk Islam dan ia mempunyai istri lebih dari empat orang. Lantas, Nabi Saw memerintahkannya, “Pilihlah empat orang dari mereka dan lepaskanlah (talaklah) selebihnya”. Dengan demikian, ia tidak akan menanggung beban istri lebih dari empat orang.[footnoteRef:112] [112:  Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, Penerjemah HM. Al-Hamid Al-Husaini, (Tt: Yayasan Al-Hamidiy, t.th.).] 

Mengacu pada hal ini, maka poligami memiliki acuan yang jelas. Allah Swt sangat memahami kebutuhan dan keinginan hamba-Nya. Oleh sebab itu, solusi yang sesuai syar’i tersebut (petunjuk Al-Qur’an dan  hadits) tidak mungkin lagi diterjemahkan lain, karena sangat jelas syar’i membolehkannya. Yusuf Qardhawi mengemukakan, “Islam adalah agama yang paling manusiawi. Kehidupan dibaca secara moderat, tidak berlebihan dan tidak hipokrit. Paradigma yang sama akan kita lihat dalam kasus poligami. Dengan pertimbangan yang manusiawi, Islam memperbolehkan lelaki muslim untuk menikah lebih dari satu.  Agama sebelum Islam memperbolehkan lelaki untuk menikahi ratusan bahkan ribuan wanita tanpa syarat dan kriteria tertentu. Kemudian Islam menetapkan batas dan syarat, dengan maksimal empat istri. Ghailan As-Staqafi masih beristri sepuluh orang ketika masuk Islam, maka Rasulullah bersabda; pilihlah empat orang darinya dan ceraikan selebihnya. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai istri delapan atau lima, Rasulullah Saw menyuruhnya untuk mempertahankan empat istrinya saja”.[footnoteRef:113] [113:  Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir.] 

Yusuf Qardhawi berpendapat, “Untuk boleh berpoligami, seorang muslim wajib adil di antara istri-istrinya, baik dalam makan, minum, pakaian, maupun nafkah. Untuk mereka yang tidak yakin dengan syarat ini, dia haram melakukan poligami.[footnoteRef:114] [114:  Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir.] 

 Landasannya adalah QS. An-Nisa: 3, lalu jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja”. 
                               
Terjemahnya: 	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[footnoteRef:115] [115:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.] 


Dengan merujuk pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa salah satu solusi agar tidak terjadi nikah  sirri (nikah di bawah tangan) adalah dengan mempermudah poligami.  Apabila dapat  memenuhi syarat utama yakni mampu berlaku adil maka pihak pemerintah (Pengadilan Agama) akan mempermudah izin bagi suami yang akan berpoligami.   
5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kasus nikah  sirri  maka masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak atau kalangan yang berkompeten. Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang pernikahan.  Hal ini juga termasuk pemahaman masyarakat yang harus diubah tentang pernikahan bahwa yang terpenting dari pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam.  
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[bookmark: _Toc84415152][bookmark: _Toc84415260]Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 
1. Praktik nikah sirri masih banyak terjadi  di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:  Ekonomi, Tidak mendapatkan restu dari orang tua, Tingkat pendidikan yang rendah, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, Kendala izin poligami.  
2. Nikah sirri menurut hukum islam pada dasarnya sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Dan dalam pandangan hukum islam praktik nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama namun mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun,  apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat.  Dengan teori maslahat, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam maslahah yang mu’tabarah.

[bookmark: _Toc84415153][bookmark: _Toc84415261]Saran 
Perlunya kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia.  Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah sirri, baik pelaku nikah  sirri maupun pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.
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Lampiran I
PEDOMAN WAWANCARA
Observasi Hari/Tanggal	: .........................................................
Tempat Pengamatan  	: .........................................................
Objek yang Diamati	: .........................................................
Waktu Pengamatan	: ...................s/d.	WIB
	No.
	Aspek-Aspek yang
Diobservasi
	Deskripsi
Observasi
	Catatan Refleksi

	1.
	Pengertian nikah siri
	
	

	2.
	Bagaimana praktik nikah sirri di desa pajarakan kulon
	
	

	3.
	Alasan Melakukan Nikah Sirri
	
	

	4.
	Dampak nikah sirri 
	
	

	5.
	Bentuk-bentuk pernikahan sirri
	
	







Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
KEPALA KUA KEC. PAJARAKAN 
Hari/Tanggal	: Kamis, 09 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Supriadi 
Jabatan 	: Ketua KUA 	
Tempat Wawancara	: Kantor KUA 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Apa Pengertian nikah siri

	Informan 
	Praktek Nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo masih ditemukan dalam hal ini, masih ada peristiwa  nikah yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu, pada hal dalam Ketentuan atau Undang-undang Perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa  Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan

	Peneliti 
	Faktor apa penyebab terjadinya nikah siri

	Informan 
	Terjadinya Pernikahan sirri  atau Pernikahan yang tak tercatat,  umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk melaksanakan aqad Nikah, yang mana membutuhkan biaya. Menurut mereka tidak mampu membayarnya, maka dari itu untuk lebih memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut  dilakukan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)



Lampiran III
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
MODIN DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Minggu, 12 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Moh. Taufiq
Jabatan 	: Ketua Modin 
Tempat Wawancara	: Kediaman Modin 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Faktor apa penyebab terjadinya nikah siri

	Informan 
	Terjadinya pernikan sirri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo khususnya di Desa Pajarakan Kulon disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan tentang aturan-aturan atau perundang-undangan tentang pernikahan tidak menjadi dasar untuk melakukan suatu pernikahan, oleh karena itu menurut beliau, pernikahan itu cukup dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan itu dianggap sah

	Peneliti 
	Menurut bapak kenapa di pajarakan kulon masih terjadi nikah sirri 

	Informan 
	Akibat rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap Undang-undang pernikahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan  sirri, oleh karena sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat,  puasa,  zakat, haji termasuk didalamnya masalah-masalah hukum seperti undang-undang pernikahan/ perkawinan, ini sangat penting karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku juga termasuk bagian dari larangan dalam ajaran Islam




PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAKIL MODIN 
DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Senin, 13 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Ubaidillah
Jabatan 	: Wakil Modin
Tempat Wawancara	: Kediaman Modin 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Kenapa bapak membantu dalam nikah siri 

	Informan 
	Saya nikahkan orang dengan nikah sirri karena yang bersangkutan sudah saling suka dan sudah hamil tapi belum cukup umur sesuai aturan undang-undang sehingga untuk jaga aibnya di tengah-tengah masyarakat, dilangsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat.

	Peneliti 
	Mengapa nikah sirri bisa dilakukan 

	Informan 
	Mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/ pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat

	Peneliti 
	Bagaimana Terjadi Nikah Sirri di Pajarakan Kulon

	Informan 
	Praktik nikah sirri di Desa Pajarakan Kulon pada umumnya sama dengan praktik  nikah  sirri di daerah lain. Pernikahan yang terjadi di Desa Pajarakan Kulon dapat dilihat dalam bentuk pernikahan adat, maksudnya bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan itu cukup dilaksanakan dengan ketentuan adat yang diwarisi  secara turun temurun. Oleh karena itu mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TOKOH MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: H. Nur Ja’far
Jabatan 	: Tokoh Masyarakat 
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Kenapa bapak membantu dalam nikah siri 

	Informan 
	Pernikahan   sirri  di Desa Pajarakan Kulon khususnya di Desa Pajarakan Kulon  mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan  sirri ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan  sirri  itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

	Peneliti 
	Mengapa nikah sirri bisa dilakukan 

	Informan 
	Mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/ pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat








PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TOKOH MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Islah 
Jabatan 	: Penyuluh Agama Islam Desa pajarakan Kulon
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Kenapa nikah siri bisa terjadi dipenjarakan kulon

	Informan 
	Akibat rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap Undang-undang pernikahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan  sirri, oleh karena sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat,  puasa,  zakat, haji termasuk didalamnya masalah-masalah hukum seperti undang-undang pernikahan/ perkawinan, ini sangat penting karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku juga termasuk bagian dari larangan dalam ajaran Islam













PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TOKOH MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: KH. Ahmad Nawawi
Jabatan 	: Tokoh Masyarakat 
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Kenapa bapak nikah siri terjadi di desa Pajarakan Kulon

	Informan 
	Pernikahan  sirri yang terjadi khususnya di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan  Kab. Probolinggo dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan  sirri atau penghulu yang melakukannya bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada tindakan yang tegas dari pejabat yang berwenang terhadap pelaku nikah   sirri, sementara nikah  sirri adalah dipandang cara paling praktis dan biaya yang paling murah untuk melakukan pernikahan, 

	Peneliti 
	Mengapa nikah sirri bisa dilakukan 

	Informan 
	Mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/ pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat

	Peneliti 
	Bagaimana pendapat bapak tentang nikah sirri 

	Informan 
	pernikahan juga dipandang sebagai peristiwa yang   menyatukan    dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu pada membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, jika ikatan  pernikahan putus akibat  perceraian  berakibat  pada putusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.




PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TA’MIR MASJID DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Bapak Ali Umar
Jabatan 	: Ketua Ta’mir masjid 
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Bagaimana nikah sirri 

	Informan 
	Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah  sirri atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri














PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TA’MIR MASJID DESA PAJARAKAN KULON  
Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Bapak Ali Umar
Jabatan 	: Ketua Ta’mir masjid 
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Bagaimana nikah sirri 

	Informan 
	Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah  sirri atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri














PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
TA’MIR MASJID DESA PAJARAKAN KULON  

Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Bapak Ali Umar
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Bagaimana nikah sirri 

	Informan 
	Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah  sirri atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri














PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
WARGA MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  

Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: HR (Nama Samaran)
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	
	Materi Wawan cara

	Peneliti
	Kenapa Bapak melakukan pernikah sirri

	Informan  (HR)
	Saya berani melakukan nikah  sirri karena  terkendala biaya terutama uang panaik yang diminta oleh keluarga calon istri saya waktu itu sementara kami berdua sudah sama-sama suka dan tidak dapat dipisahkan sehingga saya beranikan diri datangi salah satu imam desa untuk menikahkan kami berdua walaupun tidak direstui kedua orang tua kami disebabkan ekonomi




PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
WARGA MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  

Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: Bapak D (Nama Samaran)
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	Peneliti 
	Menurut bapak apa sebab terjadinya pernikahan sirri

	Informan (Bapak D) 
	Terjadinya Nikah sirri itu dipengaruhi oleh karena tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak terutama orang tua mempelai perempuan sebagai wali, sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah lama menjalin hubungan menempuh jalan pintas dengan cara mendatangi Penghulu untuk dinikahkan walaupun tanpa restu kedua orang tua dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah mendapatkan keturunan barulah mereka datang ke orang tua meminta restu pernikahannya



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
WARGA MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  

Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: ADR (Nama Samaran)
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	Peneliti 
	Kenapa Bapak melakukan pernikah sirri

	Informan  (ADR) 
	Saya melakukan nikah  sirri dengan istri saya karena tidak ada restu dari orang tua, khususnya orang tua istri saya karena waktu itu kami berdua masih di bawah umur. Umur saya baru mau 19 tahun sedangkan istri saya belum 16 tahun sehingga saya datangi imam untuk dinikahkan




























PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
WARGA MASYARAKAT DESA PAJARAKAN KULON  

Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 September 2021
Informan yang Diwawancarai	: AR (Nama Samaran)
Tempat Wawancara	: Kediaman 
Waktu Wawancara	: 08.22  s/d 09.00 WIB
	Peneliti 
	Kenapa Bapak melakukan pernikahan sirri

	Informan  (AR) 
	Saya melakukan nikah  sirri karena  sudah saling mencintai bahkan dengan hasil rasa cinta, kami berdua sempat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah  sementara saya tidak punya restu dari orang tua jadi saya pergi ke rumahnya tokoh agama minta dikawinkan














RIWAYAT HIDUP

Suhairoh dilahirkan pada tanggal 05 April 1980 di Sukomulyo Pajarakan, putri ke satu dari Bapak Abd. Hasan dan Ibu Sumik. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 1993 di SDN Sukomulyo II Pajarakan. 
Pendidikan berikutnya dijalani di MTs di tamatkan pada tahun 1996 di MTs Raudlatul Muta’allim Gresik, pada tahun yang sama ia menekuni ilmu pendidikan islam di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren  Raudlatul Muta’allim Gresik dan MA mengikuti pada C ditamatkan pada tahun 2016 di MA Zainul Hasan Genggong. 
Selama menjalani pendidikan di MTs Raudlatul Muta’allim Gresik ia aktif di beberapa kegiatan kepengurusan seperti menjadi kepala pondok. 
Dan pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong dengan mengambil program studi Perbandingan Madzhab Hukum  sampai sekarang. 
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UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas
Islam Zainul Hasan pada :

Hari

Tanggal

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Islam pada :

Hari
Tanggal
Probolinggo, ..........c...ccevnne.
Mengesahkan
Rektor Unzah
Tim Penguji :
1. Ketua Sidang : IMAM SYAFT'I, MH o= )

2. Sekretaris sidang  : VITA FIRDAUSIYA

3. Penguji Utama :H. FATHULLAH, M.HI
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BAGAN STRUKTUR PEMERINTAH DESA PAJARAKAN KULON
KECAMATAN PAJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
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PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
% FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : JIn. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id
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FORMULIR PENDAFT ARAN UJIAN SKRIPSI
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